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Menimbang :

Mengingat :

a.

[SY

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 3¢ TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah bahwa retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli
daerah yang penting guna mendukung perkembangan otonomi daerah
yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan

~ pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pera.turan_ Daerah tentang
Retribusi Daerah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
18 ayat (6);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

"Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Néga‘ra
Tshun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

_ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

. Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA DAERAH.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah
otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha

Pemerintah Daerah.
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Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi
usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit/benih tanaman, bibit
ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak
swasta.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu
Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk ataupun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepent}ngan orang pribadi atau badan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok
retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya
terhutang.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus
dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas
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Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang
telah ditentukan.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib
retribusi yang tercantum pada STRD yang belum daluwarsa dan
retribusi lainnya yang masih terhutang.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Gorontalo.

Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau
bagiannya vyang digunakan untuk memperbanyak dan/atau
mengembangbiakkan tanaman.

Entres atau disebut juga Mata tempel adalah tunas atau titik tumbuh
tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak
dan/atau mengembangbiakkan tanaman yang diambil dari bagian
ranting atau cabang tanaman.

Hortikultura adalah tanaman jenis buah-buahan, sayuran, rimpang
atau obat-obatan dan tanaman hias.

Benih Padi adalah benih tanaman padi dari berbagai varietas, baik
unggul nasional maupun unggul lokal.

Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama
dari benih penjenis yang memenuhi standar mutu kelas benih dasar,
benih ini diberi label berwarna putih.

Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan pertama
dari Benih Dasar atau Benih Penjenis yang memenuhi standar mutu
kelas benih pokok, benih ini diberi fabel berwarna ungu.

Benih Sebar (tanaman) yang selanjutnya disingkat BR adalah
keturunan pertama Benih Pokok, Benih Dasar atau Benih Penjenis:
yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar, benih ini diberi label
berwarna biru.

Benih Sebar (ikan) adalah benih yang dihasilkan dari induk pokok.
Benur adalah udang kecil yang berumur 10 — 15 hari yang mampu
beradaptasi terhadap lingkungan budidaya.

Induk Ikan Penjenis (Great Grand Parent Stock) adalah induk ikan
yang dihasilkan oleh dan di bawah pengawasan penyelenggara

pemulia.



27. Induk Dasar (Grand Parent Stock) adalah induk ikan keturunan
pertama dari induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk
dasar.”

28. Induk Pokok (Parent Stock) adalah ikan keturunan pertama dari induk
dasar atau induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk
dasar.

20. Nener adalah benih ikan bandeng yang baru ditetaskan; anak iken
bandeng dengan panjang badan 10 - 30 militeter.

30. Penyelenggara Pemulia adalah pegawai/ peneliti yang bertugas
melakukan kegiatan pemeliharan, pengawasan dan produksi induk
ikan.

- 31. Unit Pelaksana Teknis adalah sarana dan prasarana pengeiolaan untuk
memproduksi benih, mata tempel/entris tanaman hortikultura yang
merupakan unit kerja di bawah dan tidak terpisghkan dari Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan.

32. Unit Produksi Benih Padi adalah sarana dan prasarana pengeloiaan
untuk memproduksi benih padi yang merupakan unit kerja di bawah
dan tidak terpisahkan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura.

33. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh

Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

_ BAB I1
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
tetribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Penjuaian Produksi Usaha Daerah adalah penjualan
hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.



(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

& Pasal 4

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang

bersangkutan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
" Pasal 6
Tllﬂgka,t penggunaan jasa atas Retribusi Penjualan Poduksi Usaha Daerah
diukur berdasarkan jenis dan jumilah produksi.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
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BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, volume, mutu
dan ukuran hasil produksi.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang
berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya.

(2) Rincian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dalam lampiran tarif retribusi yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)  Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.

(3) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. |

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut diwilayah tempat
penjualan produksi usaha daerah diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI
Pasal 11

Masa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah jangka waktu yang

famanya 1 (satu) bulan.
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(2)

(3)

(1)

(2)
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BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain

- yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. '
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan

Peraturan Gubernur.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN , TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
untuk satu kali masa retribusi pembayaran.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata cara pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur.

Pasal 14

Pembayaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dilakukan oleh
Wajib Retribusi kepada Instansi Tekhnis atau unit kerja yang ditunjuk oleh

Gubernur sebagai pemungut dan pengelola Retribusi.

(1)

(2)

Pasal 15
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur
untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi.
Gubernur atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan
persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
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(3) Tata cara untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi

diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal waijib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya

atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak

atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(1)

(2)

3

(4)

(1)

BAB XII
PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 17

Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului
dengan Surat Teguran.

Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo
pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran
disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

Surat terguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII
KEBERATAN
Pasal 18

Waijib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.
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(1)

(2)
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(1)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaa diluar kekuasaannya.

Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan
wajib retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda- kewajiban membayar retibusi

- dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tangéa! surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan vyang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan
Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama
12 (dua belas) bulan.
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()

(4

(5)

(6)

()

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi  dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada kepala daerah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permochonan pengembalian keleblhan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribsui dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribusi.

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
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BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 22

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib
retribusi, antara lain dapat diberikan dengan cara mengangsur.
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain diberikan kepada waiib retribusi yang ditimpa bencana alam dan
kerusuhan. , |

Tata cara pengurangan, Kkeringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat

terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak

pidana dibidang retribusi daerah.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (D

tertangguh jika :

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum

melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
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(1)

(2)
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(1)

(2)
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(2)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi ‘

Pasal 24
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penghapusan piutaﬁg retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Gubernur,

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 25

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 26

Pejabat Pegawai- Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

~ penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat



(3)

(4)

oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi
Daerah; |

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, danfatau dokumen yang
dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada



Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Repubiik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

, Pasal 27
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paiing lama 3
(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah

retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.
(3) Denda sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Negara.
" BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo.

=" RUs(1 HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Oktober 2013

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 16



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 1@ TAHUN 2013

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
I. UMUM

Semangat Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang sangat besar bagi
Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya melalui Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah menjadi landadsan hokum bagi daerah untuk meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi Daerah guna membangun
kemandirian dalam kerangka otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomior 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang
merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha. '

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas



Pasal 5
Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dinikmati oleh Orang pribadi atau badan.
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11 ﬂ
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasall 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Pengenaan sanksi administrasi dimaksudkan untuk mendidik wajib retribusi dalam
melaksanakan kewajibannya tepat waktu.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19 .
Cukup jelas
Pasal 20



Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27 '

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR....6¢,



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 10 TAHUN 2013

TANGGAL  : 28 Oictober 2013

TENTANG : RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. KOMODITI PERTANIAN

JENIS TARIF KETERANGAN

A. Penjualan Produksi Benih

1. Penjualan Benih Padi
a. Benih Padi Kelas Benih Dasar (BD) Rp. 9.000 per kg
b. Benih Padi Kelas Benih Pokok (BP) Rp. 6.000 per kg
¢. Benih Padi Kelas Benih Sebar (BR) Rp. 5.500 per kg
d. Konsumsi Eks Benih 80 % dari harga pasar Per kg
e. Konsumsi 80 % dari harga pasar Per kg

2. Penjualan Benih Jagung Komposit |
a. Benih jagung komposit Kelas Benih Dasar (BD) Rp. 14.000 Per kg
b. Benih jagung Komposit Kelas Benih Pokok (BP) | Rp. 4.500 Per kg
c. Benih Jagung komposit Kelas Benih Sebar (BR) Rp. 4,000 | per kg
d. Konsumsi Eks Benih 80 % dari harga pasar per kg
e. Konsumsi 80 % dari harga pasar per kg

3. Penjualan Benih Kedelai
a. Benih Kedelai Kelas Benih Dasar (BD) Rp. 15.000 Per kg
b. Benih Kedelai Kelas Benih Pokok (BP) Rp. 7.000 Per kg
¢. Benih Kedelai Kelas Benih Sebar (BR) Rp. 6.500 | per kg
d. Konsumsi Eks Benih 80 % dari harga pasar per kg
e. Konsumsi 80 % dari harga pasar per kg

| 4. Penjualan Benih Kacang Tanah

a. Benih Kacang Tanah Kelas Benih Dasar (BD) Rp. 15.000 Per kg
b. Benih Kacang Tanah Kelas Benih Pokok (BP) Rp. 4.000 Per kg
c. Benih Kacang Tanah Kelas BEnih Sebar (BR) Rp. 3.500 per kg
d. Konsumsi Eks Benih 80 % dari harga pasar per kg
e. Konsumsi { 80 % dari harga pasar | per kg




5. Penjualan Benih Kacang Hijau
a. Benih Kacang Hijau Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Kacang Hijau Kelas Benih Pokok (BP)
¢. Benih Kacang Hijau Kelas Benih Sebar (BR)
d. Konsumsi Eks Benih
e. Konsumsi

6. Penjualan Benih Ubi Jalar
a. Benih Ubi Jalar Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Ubi Jalar Kelas Benih Pokok (BP)
¢. Benih ubi jalar kelas benih sebar (BR)
d. Konsumsi

7. Penjualan Benih Ubi Kayu

a. Benih Ubi Kayu Kelas Benih Dasar (BD)
. Benih Ubi Kayu Kelas Benih Pokok (BP)
Benih Ubi Kayu Kelas Benih Sebar (BR)
. Konsumsi

o

a o

B. Penjualan Produksi Bibit
1. Penjualan Bibit Rambutan
a. Benih Rambutan Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Rambutan Kelas Benih Sebar (BR)

2. Penjualan Bibit Mangga
a. Benih Mangga Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Mangga VarietasbMerah Kelas Benih
Sebar (BR)
¢. Benih Mangga Varietas Non Merah Kelas Benih
Sebar (BR)

3. Penjualan Bibit Durian
a. Benih Durian Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Durian Kelas Benih Sebar (BR)

4. Penjualan Bibit Alvokad
a. Benih Alvokad Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Alvokad Kelas Benih Sebar (BR)

Rp.
Rpl
Rp.

15.000
4.000
3.500

80 % dari harga pasar
80 % dari harga pasar

Rp.
Rp.
“Rp.

300
100

75 |

80 % dari harga pasar

Rp.
Rp.
Rp.

300
200
100

80 % dari harga pasar

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.
Rp .

Rp.
Rp.

25.000

7.000

25.000
15.000

7.500

25.000
7.000

25.000

7.000

Per kg
Per kg
per kg
per kg
per kg

Per stek

Per stek

Per Stek
Per Kg

Per stek

Per stek

Per stek
Per Kg

Per bibit
Per bibit

Per bibit
Per bibit

Per bibit

Per bibit
Per bibit

Per bibit
Per bibit




12.

5.

10.

11,

T
.

Penjualan Bibit Manggis

a. Benih Manggis Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Manggis Kelas Benih Sebar (BR)
¢. Manggis (Batarng Bawah)

6. Penjualan Bibit Lengkeng

a. Benih Lengkeng Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Lengkeng Kelas Benih Sebar (BR)

Penjualan Bibit Belimbing
a. Benih Belimbing Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Belimbing Kelas Benih Sebar (BR)
Penjualan Bibit Jambu Biji
a. Benih Jambu Biji Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih jambu Biji Kelas Benih Sebar (BR)

Penjulan Bibit Jeruk
a. Benih Jeruk Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Jeruk Kelas Benih Sebar (BR)

Penjulan Bibit Pisang Kultur Jaringan
a. Benih Pisang Kultur Jaringan Kelas Benih
Dasar (BD)

b. Benih Pisang Kultur Jaringan Kelas Benih Sebar

(BR)

Penjualan Benih Cabe Malita FM

a. Benih Cabe Malita FM Kelas Benih Dasar (BD)
b. Benih Cabe Malita FM Kelas Benih Pokok (BP)
c. Benih Cabe Malita FM Kelas Benih Sebar (BR)
d. Konsumsi Cabe Malita FM

Penjualan Produksi Entres Tanaman Buah-buahan

a. Entres Tanaman Rambutan (BF)

b. Entres Tanaman Rambutan (BPMT)
¢. Entres Tanaman Mangga (BF)

d. Entres Tanaman Mangga (BPMT)

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

35.000
8.000
4.000

25.000
15.500

25.000
7.000

25.000
7.000

25.000 !
6.000 {-

25.000

6.000

6.000
5.000
3.000

80 % dari harga pasar

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

500
400

500

400

Per bibit
Per bibit
Per bibit

Per bibit
Per bibit

Per bibit
Per bibit

Per bibit
Per bibit

Per bibit
Per bibit

Per planlet

Per planlet

Per gram

Per gram

Per gram
Per Kg

Per pucuk
Per pucuk
Per pucuk
Per pucuk




e. Entres Tanaman Durian (BF) Rp. 500 | Per pucuk
f. Entres Tanaman Durian (BPMT) Rp. 400 | Per pucuk
g. Entres Tanaman Alvokad (BF) Rp. 500 | Per pucuk
h. Entres Tanaman Alvokad (BPMT) Rp. 400 | Per pucuk
i. Entres Tanaman Manggis (BF) Rp. 500 Per pucuk
j. Entres tanaman Manggis (BPMT) Rp. 400 | Per pucuk
k. Entres tanarﬁan Lengkeng (BF) Rp. 500 Per pucuk
I. Entres Tanaman Lengkeng (BPMT) Rp. 400 | Per pucuk
m. Entres Tanaman Belimbing (BF) Rp. 500! Per pucuk
n. Entres Téqgman Belimbing (BPM T) Rp. 400 | Per pucuk
0. Mata TemrBél Tanaman Jambu Biji (BF) "Rp. 500{ Per pucuk
p. Entres tanaman Jambi Biji (BPMT) | Rp. 400 | Per pucuk
q. Entres Tanaman Jeruk (BF) Rp. 500 | Per pucuk
r. Entres Tanaman Jeruk (BPMT) Rp. 400 | Per pucuk
II. KOMODITI PERKEBUNAN
JENIS TARIF KETERANGAN
A. Penjualan Benih
1. Kelapa Rp. 2.000 Per biji
2. Kelapa Sawit Rp. 5.000 Per biji
3. Kakao Rp. 500 | Per biji
4. Cengkeh Rp. 500 Per biji
5. Pala Rp. 1.000 | Per biji
B. Peniualan Bibit
1. Kélapa i 1Rp.  6.000 Per pohon
2. Kelapa Sawit Rp. 10.000 Per pohon
3. Kakao { Rp. 5.000 Per pohon
4. Cengkeh Rp. 5.000 Per pohon
5. Pala Rp. 7.500 | Per pohon
6. Nilam Rp.  1.000 Per stek
7. Tebu Rp. 12.000 | Per bos/ paket
| C. Produksi Konsumsi |
1. Kelapa Rp. 1.500 Per biji




2. Kelapa Sawit Rp.  1.000 Per kg
3. Kakao . | Rp. 20,000 Per kg
4. Cengkeh | Rp.  50.000 | Per kg
5. Pala Rp. 50.000 Per kg
6. Nilam Rp. 19.000 Per kg
7. Tebu | Rp. 200.000 Per Kwintal

III. KOMODITI PETERNAKAN

JENIS | TARIF KETERANGAN

1. Bibit Sapi (pedet) ;

a. Sapi Bali
Jantan Rp. 7.500.000 Ekor
Betina Rp. 6.500.000 Ekor
b. Sapi PO
Jantan | Rp. 7.500.000 Ekor
" Betina | Rp. 6.500.000 Ekor
¢. Sapi Bfapman |
Jantan . Rp. 7.500.000 Ekor
Betina | Rp. 6.500.000 Ekor
d. Sapi Lokal |
Jantan Rp. 7.500,000 | Ekor
Betina [ Rp. 6.500.000 Ekor
2. Bibit Kambing (Anak); (Jantan dan Betina) : |
a. Kambing Kacang Rp.  750.000 Ekor
b. Kambing Etawa Rp. 3.500.000 Ekor
3. Bibit Ayam
a. Ayam Kampung ‘ J Rp. ' 6.000 Ekor
b. Ayam Pedaging | Rp. 5.000 | Exor
c. Ayam Ras Petelur Rp. 5.000 Ekor
4. Bibit Itik
a. Itik Lokal Rp. 9.000 Ekor
b. Itik Alabio Rp. 9.000 Ekor

c. Itik Manila ( Rp.  9.000 Ekor




5. Telur Bibit

3. Ikan Lele

| Rp. 1.500.000

a. Telur Bibit Ayam Kampung Rp.  3.500 Ekor
b. Telur Bibit Ayam Ras Petelur Rp.  3.500 Ekor
c. Telur Bibit Itik Lokal Rp.  4.000 Ekor
d. Telur Bibit Itik Alabio Rp. ~ 4.000 Ekor
e. Telur Bibit Itik Manila Rp. ~ 4.000 Ekor
IV. KOMODITI PERIKANAN DAN KELAUTAN
) JENIS TARIF KETERANGAN
1. Komoditi Perikanan Air Tawar
A. Penjualan Benih
1. Ikan Mas
a. 3-5cm Rp. 200 Per ekor
b. 5-8cm | Rp. 300 Per ekor
2. Ikan Nila
a. 3-5cm { Rp. 150 Per ekor
b. 5-8am Rp. 200 | Per ekor
3. Ikan Lele |
a. 3—-5cm { Rp. 250 Per ekor
b. 5-8cm | Rp. 400 Per ekor
4. Ikan Patin |
a. 3-5cm Rp. 250 | Per ekor
b. 5-8cm | Rp. 350 | Per ekor
5. Ikan Mas Koi
a. 3-5cm Rp. 500 { Per ekor’
b. 5-8&cm | Rp. 1000 Per ekor
6. Ikan Grasscarp | |
a. 3-5cm | Rp. 250 { Per ekor
b. 5-8cm | Rp. 400 Per ekor
B. Penjualan Calon Induk |
1. kan Mas {Rp.  75.000 Per Kg
2. Tkan Nila | Rp. 6.000.000 | Per paket
Per paket




4, Ikan Patin Rp.  50.000 Per ekor
5. Ikan Mas Koi Rp. 100.000 Per ekor
6. Ikan Grasscarp Rp.  50.000 Per ekor
C. Penjualan Induk
1. Ikan mas Rp. 150.000 Per Kg
2. Ikan Grasscarp Rp. 75.000 | Per Kg
3. Ikan Nila Rp. 6.000.000 Per Paket
- 4, Ikan mas Koi Rp. 400.000 Per Ekor
5. Ikan Patin Rp. 75.000 ' Per Kg
6. Ikan Lele Rp. 2.000.000 Per Paket
D. Ikan Afkir Rp: 25.000 Per Kg
2. Komoditi Perikanan Air Laut
A. Penjualan Benih
1. Ikan Kerapu Tikus Rp. 2.000 Per ekor/ cm
2. Ikan Kerapu Macan Rp. 1.250 Per ekor/ cm
3. Benur Udang Vannamei F1 Rp. 45 Post Larva/ PL
4. Benur Udang Vannamei F2 Rp. 30 | Post Larva/ PL |
5. Udang \{annamai Nusantara Rp. 30 | Post Larva/ PL
6. Tongkolan Udang Vannamei | Rp. 40 | Post Larva/ PL
7. Nener Ikan Bandeng Rp. 30 | Per ekor
8. Tongkolan Ikan Bandeng | Rp. 100 Per ekor
B. Pakan Alami
1. Skeletonema (Alga Coklat) Rp. 10.000 Per liter
2. Chlorella (Plankton) Rp. 50.000 Per 1000 liter
3. Rotifera }Rp. 15.000 Per liter
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